SALINAN

Menimbang :

Mengingat

a

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

. bahwa lanjut usia sebagai Warggakh Republik Indonesia mempunyai hak

dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kelnidupatensi dan
kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuknajakan kesejahteraan

diri, keluarga dan masyarakat ;

. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan Kesegan lansia yang dirasakan

kurang memadai baik secara kuantitatif maupun tatdlisehingga diperlukan

upaya pengembangan ;

. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimgkadil huruf a dan b

1.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembamtllaerah Kota

Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturanrdba&ota Probolinggo

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 18 ayat (6) Undang-gdaasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawadah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agud®60) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketenkesentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik niesla Tahun 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamgsmor 3039) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkegalmakiependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaga N&ggmablik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Rkpliadonesia
Nomor 3475) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang keselfaéanbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahamldaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang KesegdrieLanjut Usia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 NMob®@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Addanusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Mohé®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bang@®aiung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 115, Tambdlemmbaran Negara
Republik Indonesia 3501) ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketemagan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Edmab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PemkemtPeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lstoon€ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perabent Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMoh2®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 agaiimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentandp&tean Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkeantaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NMo&®% Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerindraKguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentarigkd2maan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LembararatdeBepublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rkpindonesia
Nomor 4451) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangtuPan Pelaksanaan
Undang — undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BamguB@adung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomdambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentarigraean (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambdlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ) ;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 /HUK /1998, tagthembaga-Lembaga
Kesejahteraan Lanjut Usia ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 22@6ntang

Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Fanftimpang Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri kelas Ekonomi ;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M@20t&ntang

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada @@y Gedung dan
Lingkungan ;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang RelayRublik di Propinsi
Jawa Timur (Lembaga Daerah Propinsi Jawa Timur Ndmbahun 2005 Seri
E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Talk0@7 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaga Daerah Progiasia Timur Nomor 4
Tahun 2007 Seri E) ;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008ang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa TimumtoN& Tahun 2007

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TERING
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
Lanjut Usia yang selanjutnya disingkatansia adalah seseorang yang telah

mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kesgahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial
yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, kggentraman lahir batin
yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutulsamgai, rohani, dan
sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tihggiasasi manusia;

Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan
dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan balamg atau jasa ;

Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah
sehingga hidupnya bergantug pada bantuan orang lain

Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmaaupun sosialnya;

Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia,

Panti Werda adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi Lajsig
terlantar;

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat ysardiri dari
suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atathayan anaknya , atau ibu
dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek;

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tielzp
agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejadwesosialnya;

Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Kota dan / atau masyarakat
untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Land&k tPotensial agar
dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yan@waj

Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosiafj ya
memungkinkan setiap orang hidup produktif secaseasdan ekonomis;
Pembinaan adalah upaya meningkatkan harta dan martabat Hidingia,
Sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat rosgai atau perkumpulan
khusus bagi para lanjut usia;

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan
sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjat wsuk memperlancar
mobilitas Lanjut Usia;

Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organssssial

dan /atau organisasi kemasyarakatan;

Bangunan umum adalah Bangunan yang berfungsi untuk kepentingan
publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usateypun fungsi sosial
dan budaya,;

Pelayanan Harian Lansia adalah suatu model pelayanan sosial yang
disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, diteddsan pada siang hari
didalam atau diluar panti dalam waktu maksimalr8,jdan tidak menginap,
yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat aepawsfessional;

Pelayanan Sosial dikelarga sendiri adalah untuk pelayanan sos#gi b
Lansia yang dilakukan dirumah atau didalam keluasgadiri;



20. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti adalah bentuk pelayanan
sosial bagi Lansia diluar keluarga sendiri dan atillembaga dalam arti
Lansia tinggal bersama keluarga lain / penggamntera keluarganya tidak
dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkanya atauberada dalam

kondisi terlantar.

BAB Il
AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2
Peningkatan kesejahteraan lansia diselenggaraksazds&an keimanan dan
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluarg@arjmbangan, serta

keserasian dalam perikehidupan yang berperikemaanugang adil dan beradab.

Pasal 3
Peningkatan kesejahteraan lansia didasarkan padsippprinsip kemandirian,

keperansertaan, kepedulian, pengembangan dirietaarkabatan.

Pasal 4
Peningkatan kesejahteraan lansia ditujukan untukipeepanjang usia harapan
hidup dan masa produktif, mencapai kemandirianhleiendekatkan diri kepada
Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budiayakekerabatan bangsa

Indonesia.

BAB llI
KEPERANSERTAAN
Pasal 5
Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sdalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6
Setiap Lansia berperanserta dalam membimbing, meaigan, menularkan,
mewariskan, dan memberikan keteladanan kepadagjgesrerus dalam segala

aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dargbeane

Pasal 7
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
a. Lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalamyauppeningkatan
kesejahteraan bermasyarakat;
b. Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi / lemlu;n badan usaha yang

berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraamalansi



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8
Peningkatan kesejahteraan Lansia meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalamgonegigan

penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum ;

f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantdamhu
g. bantuan sosial; dan
h. perlindungan sosial.
Peningkatan kesejahteraan lansia sebagaimamaksiid pada ayat (1)
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pata&riDaerah, keluarga

dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasising-masing.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9
Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagel@esiagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1), dimaksudkan untuk mempedrtalba keimanan dan
ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,;
Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaichiaraksud pada ayat
(1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiataag&maan sesuai dengan
agama dan keyakinan masing-masing, meliputi :
a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
b. penyediaan aksesbilitas pada tempat-tempatgukzian.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
Pasal 10
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalaim8Rass (1) huruf b,
dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan aletegsehatan dan
kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dasiabwya dapat berfungsi

secara wajar,



(@)

3)

(1)

(2)

Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dithgisida ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan dan penyebar luasan informasi kemehgpromosi
kesehatan) lansia melalui media cetak, elektromikjio visual, dan
media informasi lain;

b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas plaidang pelayanan
geriatric/gerontologik, ditingkat Puskesmas sankhanah Sakit;

c. pengembangan lembaga perawatan lansia yang nitarminyakit kronis
dan /atau penyakit terminal, dalam bentuk panitedia lansia, serta
peningkatan sumber daya manusia kesehatan gerdsric

d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandia) dé&an Puskesmas
Santun lansia serta Poli dan rawat inap lansiaudidh Sakit.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lamsig fidak mampu,

diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketenpesaturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja
Pasal 11

Pelayan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dateal 8 ayat (1)
huruf ¢, dimaksudkan memberi peluang bagi lansidersial untuk
mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuapedgalaman yang
dimilikinya,

Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksua pgdt (1)
dilaksanakan pada sektor formal dan non formal lmelperseorangan,
kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintaderdh maupun

masyarakat.

Paragraf 1
Sektor formal
Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formalgagbana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakamlgerian kesempatan kerja

bagi lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 13

(1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluasfudspada tenaga

kerja lansia potensial yang memenuhi persyarathataga dan kualifikasi
pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai debgkat, minat, dan

kemampuannya;



(2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi jaelker sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mentpenha
a. kondisi fisik;
b. ketrampilan dan /atau keabhlian ;
c. pendidikan ;
d. formasi yang tersedia ; dan
e. bidang usaha;
Paragraf 2
Sektor Non Formal
Pasal 14
Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor Non fos@lahgaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui &kli) menumbuhkan iklim
usaha bagi lansia potensial yang mempunyai ketfampmlan / atau keahlian

untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelomysaha bersama.

Pasal 15
Masyarakat dan dunia usaha berperan secara diii d@enumbuhkan iklim usaha bagi
lansia potensial melalui kemitraan bidang peniragkakualitas usaha / produksi,

pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilaidaing usaha yang dimiliki.

Pasal 16
(1) Bagi lansia potensial yang mempunyai ketrampilam /datau keahlian untuk
melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok ushéesama dapat
diberikan bantuan sosial;
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksudayati#l) dilaksanakan
dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifak tetap disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 17

(1) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimanakslichadalam Pasal 8
ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkangeéahuan, keahlian,
ketrampilan, kemampuan dan pengalaman lansia pakesmssuai dengan
potensi yang dimilikinya;

(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimanaksiitigpada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikanpadatihan baik formal
maupun non formal sesuai dengan minat dan bakag ymmiliki yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyam@atlunia usaha.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasamana U
Pasal 18

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam peseyyfasilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hudiufksanakan melalui :
a. pemberian kemudahan dalam pelayanan adminig®esierintahan dan

Masyarakat pada umumnya,;
b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan kednghiaya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgaiagu ;
c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjaladan ;
d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga kdusu
Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam pexeygwarana dan
prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aktesherutama di

tempat-tempat umum yang dapat menghambat molditssa.

Paragraf 1
Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum
Pasal 19
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayapadé lansia untuk :
a. memperoleh pelayanan kesehatan pada saranateesatan
b. memperoleh pelayanan administrasi pada masisgama Instansi
Pemerintah dan swasta.
Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagayaagadimaksud ada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kaserah.

Pasal 20
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha ené&mb kemudahan
dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada langid :
a. Pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sar@gkutan umum
baik darat, laut maupun udara ;
b. Akomodasi ;
c. Pembayaran pajak; dan
d. Pembelian tiket masuk tempat wisata.
Persyaratan teknis aksesbilitas pada bangunan wehagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturamdaerg-undangan yang

berlaku.



(1)

(@)

(1)

(2)

Pasal 21
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha ené&ab kemudahan
dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk:
a. penyediaan tempat duduk khusus;
b. penyedaiaan loket khusus;
c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk ateridkan lansia.
Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam nkelakperjalanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dendantuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22
Pemerintah Propinsi, masyarakat dan dunia usahayedixkan fasilitas
rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia daatako:
a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
b. penyediaan alat Bantu Lansia di tempat rekreasi;
c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
d. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dahraga khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesugadeketentuan oleh
masing-masing badan atau lembaga baik pemerintabyarakat, dan dunia

usaha.

Paragraf 2
Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan
Prasarana Umum
Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum olehniftemDaerah, dan / atau

masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengayeciakan aksesbilitasi bagi

Lansia dalam bentuk :

a. fisik; dan

b. non fisik

Pasal 24

(1) Penyediaan aksesbilitas yang berbentuk fisik seimeage dimaksud dalam

pasal 23 huruf a, dilaksanakan pada sarana dararpras umum yang
meliputi :
a. aksesbilitasi pada bangunan umum;

b. aksesbilitasi pada jalan umum;

10



(2)

(1)

(@)

Ak

c. aksesbilitasi pada angkutan umum; dan

d. aksesbilitasi pada sarana dan prasarana sosiay#ain

Penyediaan aksesbilitasi yang berbentuk non fisitagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf b meliputi :

a. pelayanan informasi; dan

b. pelayanan khusus.

Pasal 25
Aksesbilitasi pada bangunan umum sebagaimana diudatalam Pasal 24
ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
. akses ke, dari, dan di dalam bangunan ;

. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang ;

a

b

c. tempat duduk khusus ;

d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kana@adi dan toilet;

e. tempat telepon ; dan

f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Persyaratan teknis aksesbilitasi pada bangunan wsebagaimana dimaksud

pada ayat (1) akan di atur lebih lanjut dengantBeaa Kepala Daerah.

Pasal 26

sesbilitasi pada jalan umum sebagaimana dimakislam Pasal 24 ayat (1)

huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

a.
b.

- 0o a o

o Q

akses ke dan dari jalan umum,;
akses ke tempat pemberhentian bis / kendaraan;

jembatan penyeberangan;

. jalur penyebrangan bagi pejalan kaki;
. tempat parkir dan naik turun penumpang;

tempat pemberhentian kendaraan umum;

. tanda-tanda / rambu-rambu dan /atau marka jalan;

. trotoar bagi pejalan kaki/ pemakai kursi rodan d

terowongan penyeberangan.

Pasal 27

Aksesbilitasi pada angkutan umum sebagaimana duda#lalam Pasal 24 ayat

(1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

a.

b
C.
d

tangga naik / turun ;

. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;

alat bantu; dan

. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

11



Pasal 28
Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam RPdsayat (2) huruf a,
dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyasariu informasi yang

menyangkut segala bentuk pelayanan yang disedlzdgiriansia.

Pasal 29
Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pésaya? (2) huruf b,
dilaksanakan dalam bentuk :
a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambartpatpat khusus yang
disediakan pada setiap sarana dan prasarana bandasditas umum; dan
b. penyediaan media informasi sebagai sarana komurikes lansia.

Pasal 30

(1) Penyediaan aksesbilitasi oleh Pemerintah Daeralsyarakat dan dunia
usaha dilaksanakan secara bertahap dengan menigarthaprioritas
aksesbilitasi yang dibutuhkan lansia dan disesuoaileagan kemampuan;

(2) Sarana dan prasarana umum Yyang telah ada dan lodlemgkapi dengan
aksesbilitas;

(3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akaguhbaajib dilengkapi
dengan aksesbilitas;

(4) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksudapadd2) wajib
dilaksanakan paling lambat 3 tahun setelah pemaamarah ini diundangkan;

(5) Prioritas aksesbilitasi yang dibutuhkan lansia galtaana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Layanan
Dan Bantuan Hukum
Pasal 31
(1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukuraisetnagdimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memkién rasa aman kepada Lansia;
(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum asetzea dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyuluhan dasdtasi hukum.

Bagian Ketujuh
Bantuan sosial
Pasal 32
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasalat3 (&) huruf g,
diberikan kepada lansia potensi yang tidak mampar dgnsia dapat

memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesegannya;
12



(@)

@)

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayaeldifat tidak permanen,
baik dalam bentuk material, finansial, fasilitataganan, dan informasi ;
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada lansgasyatah di seleksi dan

memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 33

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensagytidak mampui;

b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka rkathkizug

pendapatan dan kemandirian ; dan

c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempeateaba.

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial dilakukan dangan memgahat keahlian,

ketrampilan, bakat dan minat lansia potensial yadgk mampu, serta tujuan

pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud édaat 33.

(1)

(2)
3)

(1)

(2)

3)

Pasal 35

Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lansteangi@al yang tidak
mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakuisaha sendiri atau
kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan dnd@émti dan di luar Panti
Bantuan sosial di luar Panti sebagaimana dimaksuad @ayat (2) diberikan
dalam bentuk :

a. pelayanan harian lansia ;

b. pelayanan melalui keluarga sendiri;

c. pelayanan melalui keluarga pengganti ;
d. usaha ekonomis produktif ; dan
e

. kelompok usaha bersama.

Pasal 36
Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintaérab melakukan
pembinaan terhadap lansia potensial yang tidak mamp
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kkakunelalui
bimbingan, Penyuluhan, pendidikan dan latihan kepian, pemberian
informasi, dan / atau bentuk pembinaan lainnya,
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebantuan sosial dan

pembinaan akan di atur dalam Peraturan Kepala Baera
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Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial
Pasal 37

(1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimalaad Pasal 8 ayat (1)

(2)

©)

huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanani bagsia tidak
potensial agar terhindar dari berbagai resiko;

Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mebpubagai gangguan dan
ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang tdapangakibatkan
ketidakmampuan lansia menjalankan peranan sosjalnya

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud padélagidaksanakan melalui :

a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakaraketh lansia maupun di

lembaga konsultasi kesejahteraan lansia yang diksan oleh

Pemerintah maupun masyarakat;

. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahtdyagnlansia terutama di

unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintsupun masyarakat;

. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santuaagsung diluar Panti

bagi lansia yang hidup dan di pelihara di tengalgaé keluarga atau
masyarakat lainnya dalam keadaan jompo bagi mensgkay tidak

memiliki keluarga dan terlantar diberikan santuneialui sistem Panti;

. bantuan pemakaman terhadap lansia yang menioggeh dan tidak di

ketahui identitasnya dilakukan secara bermartabdélah menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan /atau masyarakamgsate

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi berbentuk Péerda guna menampung

Lansia terlantar.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 39

(1) Di Kelurahan di bentuk lembaga karang Werda yangupakan wadah bagi

kegiatan Lansia;

(2) Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1l)paiean lembaga

Sosial kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah rakeln  dalam

memberdayakan Lansia;
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(3) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh fokerja sama Karng
Werda yang merupakan jaringan kerja sama antar ngaerda pada
lingkup Kecamatan;

(4) Pembinaan Karang Werda sebagaimana dimaksud padalgydilakukan

oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakaCataat.

Pasal 40
(1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lagisiingkat Kota
dibentuk Komisi Lansia yang ditetapkan dengan Kiepan Kepala Daerah;
(2) Komisi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (IJa pdasarnya
mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan ugsgr@ngkatan
kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan perngahakepada Kepala

Daerah dalam menyusun upaya peningkatan kesejahtianasia.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentdam d®asal 30 ayat (2),
(3), (4), di ancam dengan pidana kurungan palintal& (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp.50.000.000,00 ( lima pulidg jupiah );
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat élghadelanggaran.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerakepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengaatian Kepala Daerah.
Pasal 43

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud &alsah 42 ditetapkan paling

lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerahundangkan.
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Pasal 44
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelegngan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaramb&®ta Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 29 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi
Pembina Tingkat |
NIP. 19561101 198509 1 001
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